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Tindak Lanjut 
Setelah Operasi 

Zebra 

dan yang aslinyapun harus 
dibawa, dua buah pasfoto 
pemilik yang tercantum dalaJn 
STNK/BPKB, cap jempol jari
jari pemilik dan tanda tangan 
pemohon/pemilik. 

Bila kendaraannya milik 
jawatan/lembaga harus distempel 
dan diberi wewnang harus ada 
surat kuasa dari pimpinan lem-
baga yang bersangkutan, terakhir 
di tempel materai Rp. 500,

Untuk fonnulir permohon 
memang tidak dipungut bayaran 

------------' (mulai tahun 1984), tetapi selalu 
Oleh A. Sumlarsa 

BELASAN ribu kasus pelang- tidak" memillki· SIM · dan surat-, STNK setiap tahunnya. 
garan lalu-lintas di jalan raya · }ilt,itt~kthd~Un · irlg 'tiifak lerif' 

saja ada embel-embel yang harus 
dibeli umpamanya stiker FF 
1985 Rp 1000,- sumbang 

ditindak. Ribuan kendaraan ber- kap. • 
motor disita dan ditahan di Jenis kasus lainnya adalah ~en
kantor-kantor Polisi berbag.,..i daraan kendaraan yang tidak 
kota, sementara 244 anggota dilengkapi kaca spion, l~pu 
Polisi sampai pertengahan bulan sinyal tidak jalan, ~~n tJdak 
Agustus ini terkena sanksi karena bunyi, tidak memilik1 kotak 
indispliner. PPPK (Pertolonggan Pertama 

Untuk sementara sopir ken-' Pada Kecelakaan) dan alat 
daraan umum banyak yang istira- kelenglcapan lainnya.. . 
hat jumJah kendaraan anglcutan Orang-orang begitu beraru 
umum menjadi kurang dari mengendarai kendaraan ber
biasanya. Anak anak sekolah motor di jal:m raya tanpa 
yang tempat tinggalnya jauh merniliki SIM dan surat-sur~t 
banyak yang terlambat bt-iitu kendaraan lainnya. Y ~g leb1h 
juga sejumlah pegawai negeri sipil memprihatinka~ lag1 adalah 
maupun swasta tidak sedikit yang bahwa yang paling b~yak ter
telat masuk kantor. jaring operasi Zebra 1tu adalah 

Orang-orang yang mau mem- kendaraan angkutan. umum, 
buat SIM dan yang menguruskan padahal mereka berkaitan lang
kendaraannya yang terkena tilang sung dengan basib dan nyawa 
berjubel di berbagai kantor Polisi para penumpang. . . 
kota. Sementara jutaan rupiah Menjadi pertanya~n km1 
basil sidang tilang kendaraan apakah kasus-kasus disebutkan 
masuk kas negara. karena . sopir-s~pir . kendaraan 

Itu semua adalah berita-berita umum di Indonesia lill begiiu ren
yang muncul di berbagai surat 'dab disiplinnya untuk mentaati 
kabar dan 5e:mentara media, ' peraturan, ataulah ada penyebab 
massa elektroruka selarna ber- lain kebodohan umpamanya.? 
jalannya operasi Zebra di seluruh Perlu prosedur progresif 
wilayah Indonesia yang mulai se- Dalam setiap lembar STNY. 
jak tanggal 25 Juli dan akan ber- tercantum petunjuk ,ebagai 
akhir tanggal 25 Oktober 1985 berikut: "Ancarnan hukuman 
mendatang. tiga bulan atau denda Rp. 

Tentunya bukan sesuatu yang 10.000,- (Pasal 1 32 UULAJR) 
patut dibanggakan, karena yang bila pengemudi kendaraan di 
terkena tindak itu adalah mereka jalan tidak dapat menunjukkan 
yang melakukan pelanggaran STNK yang syah (pasal Sa 
lalu-lintas di jalan raya. "Suatu UULAJR), atau . karena STNK 
pelanggaran hukum dalam yang sudah tidak syah lagi (pasal 
jumlah massal', kata Sarjana 10 UULAJR). 
Hukum jebolan lI'.npad tahun 
1968. 

Namun masyaraicat tidak 
cukup dengan "merasa prihatin" 
saja karena hal itu tidak menye
lesaikan masalah. Dampak dari 
operasi Zebra ini sudah jelas, 
banyak yang positif di samping 
masih ada kekurangan-kekurang
an yang harus diperbaiki. 

Yang kini perlu segera diamati 
ialah penyebab utama dari kasus
kasus pelanggaran. Kenapa sam
pai terjadi pe)anggaran hukum 
aturan lalu-lintas secara massal. 
Apakah memang ini ciri khas 
dalam suatu negara berkembang 
yang sedang membangun 
kesejahteraan rakyatnya? 

Berdasarkan laporan-laporan 
Polisi di berbapi daerah mulai 
dari Jawa-Bali, Sumatera sampai 
lrian Ja kuus ter-

Di bawahnya ada kata-kata 
"Perhatian", STNK tidak syah 
lagi, jika kendaraan yang ada 
pada STNK, atau ssesudah dua 
bulan terhitung dari saat pemin
dahan tempat biasa kendaraan 
bennotor itu ke wilayah keku
asaan lain tempat pemberian 
STNK; ... dan seterusnya. 

Tetapi nampaknya banyak 
diantara pemilik bermotor 
hampir-hampir tidak pernah 
membaca aturan hukuman yang 
tertulis jelas dalam setiap STNK 
itu. 

Kalaupun mereka pembaca 
dan mau mengingatnya bukan 
aturan U.lJLAJR (Undang
Undang Lalulintas Angkutan 
Jalan Raya)-nya tetapi "peringat
an" yang menyanglcut "denda" 
atas keterlambatan perpanjangan 

Dalam ketentuan itu disebut
kan, denda 25 persen dari pokok 
pajak kendaraan bennotor (PKB) 
untuk setiap keterlambatan, dan 
denda 100 persen dari pokok 
sumbangan wajib SWDKLLJ 
(Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalulintas Jalan) ber
dasarkan SK Menteri Keuangan 
R.I. no.808/KMK.011/1982 
tanggal 30 Desember 1982. 

Kenapa demikian? Jawabnya 
ada pada sopir dan pemilik ken
daraan itu sendiri. 

"Denda itu menyangkut 
jumlah uang cukup . ~- dan 
tidak bisa komprorru di Jalan. 
Lain halnya dengan soal ancaman 
hukuman karena tidak merni
liki/membawa STNK atau SIM, 
masih bisa .runding di tempat 
kalau terkena tilang", kata sopir
sopir dan pemilik kendaraan ber
motor di Kantor Kota Besar Ban
dung katika ditanya oleh 
wartawan . 

Mereka berada di situ ' sedang 
menfurus kenda:rwtnYfi ·:·,an~·· 
terkena operasi Zebra yang di 
antaranya ada yang tidak 
memiliki SIM yang syah untuk 
golongan kendaraan bennotor 
yang dikemudikannya. . 

Apa yang mereka ucapk~ 1t~ 
adalah pengalaman sehan-h~ 
sebelum dilancarkannya operas• 
ZEBRA. DI antara mereka it~ 
ada yang mengaku sudah berkali
kali terkena tilang dan selal~ 
selamat. Tapi dalam operas! 
Zebra kali ini ia mengaku "mall 
kutu" . 

"::0!'''1 mt1•'k hiaya PON Rp 
100,- (baisanya dengan izin S 
Gubemur). 

Cara-cara demikian sun 
tidak praktis dan menimbulk 
"biaya tinggi". Padahal pen)' 
lesaian STNK temyata tid 
cukup sehari. DI kantor Bersam 
Bandung, misalnya penyelesai 
perpanjangan STNK maka 
waktu sampai lima hari, kadang 
kadang satu minggu karen 
nomor plat baru belum selesai 
Itu semua sebelum operasi Zeb 

"Yang menjengkelkan," ka 
seorang anggota ABRI be 
pakaian preman yang ditem 
wartawan di kantor Pol 
Bandung awal Agustus," say 
kena denda cukup besar kar 
saya sedang bertugas ke I 
Jawa pada saat STNK 
motor yang biasa dipakai ole 
anaknya berakhir". Untu 
memperpanjangnya tidak b" 
diwakili oleh anaknya. 

Keluhan-keluhan semacam i 
wajar-, karena prosed 
perpanjangan STNK selama i 
terasa tidak praktis, kur 
menunjang maksud pemerin 
dengan sistem "satu atap" unt 
mempercepat proses. 

Apakah tidak lebih prak 
kalau untuk perpanjangan 
ini cukup dengan menyetork 
STNK asli yang hampir ha 
masa lakunya di loket pen · 
di kantor bersama. Kalau 
dilampiri, cukup dengan K 
pemilit' atau · KTP yatig m 
torkai} dan ditinggallcan fot 
copynya. 

Hal lain yang perlu difikirk 
Dan pembicaraan dengan para pula adalah kemungkinan unt 

pelanggar itu terungkap, "bukan perpanjangan SIM berbag 
kami tidak mau mantaati aturan, golongan. Tidak perlu lagi t 
tetapi prosedure administrasi un- terusan cap jempol, perik 
tuk penyelesaian surat-surat ken- golongan darah, diukur · 
daraan, khususnya untuk per- badan dan dipotret di kant 
panjangan STNK, tidak praktis Polisi. Cukup menyerahlcan S 
dan tidak efektif. yang habis masa lakunya, t 

Sebagai contoh, kata seorang copy KTP dan surat keter 
laki-laki setengah baya pemilik berbadan sehat. 
kendaraan Colt mini. untuk per- Sebab, d:>lam praktek 

lapangan, belum pemah 
panjangan STNK yan~ berlang- kasus di mana Polisi atau DL 
sung setiap tah_un, d1haruskan JR memerintahkan pemilik S 
mengisi fonnulir pennohonan turun dan berdiri untuk di 
yang sudah disediakan. .. . tinggi badan atau golon 

Fonnulir tersebut harus. diis1 darahnya serta disesuaik 
pemilik kendaraan dengan dilam- dengna apa yang tercant 
Piri foto copy srNK Y81l8 mau dalam SIM. 

· · an foto copy BKPM "Kecuali ~ yang baru 
~ ......;;;;..= .............. ..:,....:.... ...... ~ - ... 
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tuan itu wajar" tutur Sofyan,. 
seorang mahasiswa perguruan 
tinggi swasta di Bandung. 

Sesuatu tata cara administrasi 
dan prosedure progresif untuk 
perpanjangan STNK dan per
panjangan SIM berbagai golong
an, barangkali patut dipikirkan 
sebagai salah satu input dari 
operasi Zebra. 

etkah yang suka mernaksa 
calon penumpang untuk naik 
Jcendaraannya, sopirkah · yang 
jadi boss Jcemet, pemilik ken
daraankah yang menghendaki 
setoran tinggi, penumpangJcah 
yang tidak mau tahu at~an 
mencegat kendaraan atau nunta 
diturunkan di mana saja, ata11, 
petugas DLLAJAR salah tulis 
angka dalam "tanda uji"? 

bisa dimulai dari kesu!itan ini' 
Tertibnya perlalu-Iintasan di ber-
bagai kota selama operasi Zebra 
ini hendaknya tidak merupakan 
"tertib yang semu", di mana 
sistem Jcucing-kucingan antara 
sopir dengan petugas di jalan 
raya masih saja terjadi. 

Pelanauan muib teru 
~ -Dari pengamatan wartawan 

selama berlangsungnya oper~ 
Zebra sampai menjelang akhir 
Agustus 1985, pelanggaran atas 
aturan lalulintas umum baik oleh 
Jcendaraan angkutan umum, 
preman maupun pejalan kaJci 
pemakai jalan raya, masih terus 
berlangsung. 

Pelanggaran terbanyak terjadi 
Jcarena jumlah penumpang Jcen
daraan umum selalu lebih dari 
Jcetentuan, berhenti di belokan 
atau tenipat terlarang, menaik
Jcan penumpang di tempat ter
larang, sementara pejalan kaki 
menyeberang seenaknya di luar 
tempat tempat yang sudah 
ditentukan. 

"Kalau Jcendaraan itu cukup 
untuk 12 orang, tidak usah ditulis 
sembilan orang", kata sopir Colt 
umum jalur kota Bandung
Ciwidey. 

"Penampungan harus mau 
disiplin agar tidak mau dipaksa 
kemet naik Jcendaraan kalau di 
dalamnya sudah cukup penum
pang, jangan mau saja dij~ 
jitlkan", sambung seorang laki
laki asaJ Majalaya di teminal 
Tegallega. 

Pelangaran jumlah penumpang 
ini bukan hanya oleh angkutan 
umum swasta, juga oleh milik 
BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara) seperti DAMRI. Dengan 
berkurangnya angkutan • umum 
kota dan antara kota, angkutan 
Damri jadi sasaran para calon 
penumpang. 

Untuk itu, selain pata petugas 
dapat meringkus para J)l!langgar 
peraturan di jalan raya, juga 
mereka harus menernuJcan penye
bab utama dan memperbaiJcinya 
misalnya dengan kernudahan
kemudahan pada penyelesaian 
surat-surat kendaraan, 
perpanjangan SIM, penempatan 
tanda-tanda (rambu-rambu) jalan 
yang tepat, pengawasan yang ber
kesinambungan dan tindakan 
yang tegas, 

Juga akibat sampingan dari 
pelaksanaan operasi Zebra seperti 
berkurangnya jumlah angkutan 
umum, banyak sopir yang ngang. 
gur, berjubelnya calon penum-
pang di berbagai terminal, ter
lambatnya anak sekolah masuk 
kelas karena sulit kendaraan 
umum, hendaknya tidak terjadi 
terlalu lama. Tanda uji yang ditetapkan 

DLLAJR bagi setiap Jcendaraan 
bermotor juga tidak pernah 
ditaati selama tidak ketemu Polisi 
atau operasi Zebra. Kendaraan 

, y.111g hanya boleh untuk 11 
orang, diisi 17 orang, yang hanya 
sembilan orang diisi 14 orang. 

Latu siapa yang salah? 

Akibatnya jumlah kursi duduk 
yang tersedia untuk 40 orang, 
bisa dijejali 60 penumpang, 
berdesak-desak dan berdiri 
didalamnya. Hal itu tidak jarang 
menimbulkan "iri" sopir-sopir 
angkutan umum swasta, kenapa 
DAMRI yang juga melanggar:. 
aturan jumlah penumpang itu 

Usaha-usaha seperti yang 
dilakukan oleh fihak kCPQiisian 
Kap0lres Jakarta pusat yaitu 
menyebarkan buku pengetahuan 
berlalulintas kepada masyaraJcat, 
kebijakan Kapolda Jabar 
mengalihkan tanggungjawab 
pembuatan STNK dan BPKB ser
ta mengadakan penyuluhan tang
gungjawab pembuatan STNK 
dan BPKB serta mengadakan 
penyuluhan keliling "klinik 
pengernudi" ke berbagai daerah, 
perlu disambut den,an gembira. 

( 

tidak ditindak. 
Anehnya soal kelebihan 

penumpang ini, justru dimulai 
dari tenninal keberangkatan yang 
biasa dijaga ketat oleh para 
petugas. Bukannya mereka 
mengingatkan para sopir untuk 
tidak mengangkut penumpang 
melebihi aturan, bahlr.an mereka 
sendiri ikut mengisiJcan calon 
penumpang Jee dalam bisa yang 
sudah penuh itu. 

Dampak yang diharapkan dari 
"operasi Zebra adalah yangpositif. 

Walaupun hal itu tidak semudah 
yang seperti diperJcirakan, tapi 

Yang tidak kalah pentingnya 
adalah bahwa setelah operasi 
Zebra berakhir sarana dan penga
wasan di jalanan hendaknya 
tidak menjadi lebih kendor. 

Jika berbagai kernudahan yang 
wajar sudah did>erikan, maka 
tidak ada alasaq lagi bagi pemili)c 
kendaraan pribadi maupun ken
daraan angkutan umum untuk 
mengelakkan hukurnan dan den
da seperti tercantum dalamj 
UULAJR. (ANSPEK)* I 
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